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Dalam menghitung dan membagi harta peningalan selalu saja ada 
permasalahan, entah itu pembagian yang kurang rata ataupun permasalahan 
dari ahli warisnya. Maka agar pembagian harta peninggalan  tersebut rata 
dan tidak menimbulkan, perlu adanya sistem hukum waris yang digunakan 
sebagai pedoman. Desa Margo Mulyo di Kecamatan Pondok Kubang 
Kabupaten Bengkulu Tengah  adalah masyarakat yang paling banyak di 
tempati oleh suku Jawa. Suku Jawa memiliki hukum adat tersendiri dalam 
pembagian harta peninggalan suami yang telah meninggal hingga masih 
bertahan hingga saat ini. Masalah harta peninggalan akan dialami oleh 
setiap orang apabila ada diantara anggota keluarganya yang meninggal 
dunia, pembagian harta peninggalan sangatlah penting, karena menyangkut 
kelangsungan hidup dan kebutuhan penerima harta peninggalan  tersebut. 
Adapun tujuan penelitianuntuk mengetahui kedudukan isteri terhadap harta 
peninggalan suami  menurut Hukum Adat Jawa dan Untuk mengetahui 
faktor penyebab isteri tidak mendapatkan harta terhadap harta peninggalan 
suami dalam Hukum Adat Jawa di Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok 
Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.Penelitiaan ini dilakukan secara 
empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan 
pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian bahwa kedudukan isteri 
terhadap harta peninggalan suami  menurut Hukum Adat Jawa di Desa 
Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah 
yakni setelah meninggalnya suami isteri mempunyai peran menjadi kepala 
rumah tangga sehingga harta yang ditinggalkan sepenuhnya untuk isteri 
apabila setelah harta tersebut diserahkan untuk isteri yang ditinggalkan 
meninggal dunia maka harta tersebut dibagikan ke anak-anaknya dengan 
jumlah yang sama rata. Namun lain halnya apabila isteri yang ditinggalkan 
tidak mempunyai anak dari perkawinan tersebut maka harta peninggalan 
suami untuk isteri diserahkan kepada keluarga kedua belah pihak dengan 
diketahui oleh kepala desa dan tokoh adat setempat. Dan faktor penyebab 
isteri tidak mendapatkan harta terhadap harta peninggalan suami dalam 
Hukum Adat Jawa di Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang 
Kabupaten Bengkulu Tengah,seperti: isteri tersebut meninggalkan suami 
dengan waktu yang sangat lama dan tak ada kabar setelah suami meninggal 
baru dia pulang, pada saat suami sakit isteri tidak mengurusnya dengan baik 















In calculating and dividing the property to the wife there was always 
a problem , whether it's uneven disteribution or any problems from his heirs. 
So that the division of property to the wife's flat and does not cause , the 
need for the legal system of inheritance that is used as a guideline. Margo 
Mulyo village in the disterict of Pondok Kubang Central Bengkulu is the 
most widely communities occupied by the Javanese. Java tribe has its own 
customary law in the disteribution of property to the wife to the husband 
who had died still survive until today. The problem for the wives treasures 
to be experienced by any person if any member of his family who died, the 
division of property to the wife is important, because it concerns the 
survival and the needs of the property to the wife. The research aimed to 
determine the position of wife to husband wife treasure for Java Customary 
Law and to determine the factors causing the wife did not get the treasure to 
treasure for a husband wife in Java Customary Law in the Village Disterict 
of Pondok Kubang Margo Mulyo Bengkulu Central. Penelitiaan is done 
empirically. Data was collected through in-depth interviews and secondary 
data collection. The results of the study that the position of the wife to the 
husband wife treasure for Java Customary Law in the Village Disterict of 
Pondok Kubang Margo Mulyo Central Bengkulu after the death of the 
husband and wife have the role of being the head of the household so that 
the treasures left entirely to his wife only after the property is handed over to 
the wife abandoned dies then the property disteributed to the children with 
the same average amount. Yet another case where an abandoned wife had 
no children of the marriage the husband and wife treasure for wife handed 
over to the family for both parties to be known by the village chief and local 
traditional leaders. And causes the wife did not get the treasure to treasure 
for a husband wife in Java Customary Law in the Village Disterict of 
Pondok Kubang Margo Mulyo Central Bengkulu, such as : the wife left the 
husband with a very long time and there was no news after her husband died 
of a new home, the when husband and wife do not take care of sick well 
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A. Latar Belakang 
Dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan 
sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 bahwa: 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau 
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
Dari pengertian tersebut diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah 
untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan 
Yang Maha Esa. Dalam hukum adat, perkawinan merupakan bagian dari 
kehidupan manusia, karena berkaitan dengan perasaan,  kesadaran dan 
pandangan hidup. Perkawinan adalah urusan laki-laki dan perempuan yang 
ingin membina kehidupan berumah tangga, namun kenyataannya menurut 
hukum adat perkawinan juga merupakan urusan kedua pihak, kerabat, clan 
dan juga merupakan urusan masyarakat, bahkan sekarang merupakan urusan 
negara.1
                                                          
1Merry Yono, 2006,  Ikhtisar Hukum Adat, Universitas Bengkulu, Hal. 48. 
 
 
Di dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadi 
putusnya hubungan, baik tidak sengaja maupun sengaja dilakukan karena 
sesuatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubugan itu. Perkawinan 
dapat putus, karena perceraian atas putusan pengadilan.  
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Menyangkut masalah kematian ini seringkali menimbulkan 
permasalahan hukum terutama yang berkaitan dengan harta orang yang 
meninggal dunia atau pewaris. Karena dengan meninggalnya seseorang itu 
maka secara spontan segala hak dan kewajiban beralih kepada orang yang 
ditinggalkannya, yang berhak atas harta kekayaan tersebut. 
Putusnya perkawinan karena dengan kematian tersebut tidak 
dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi isteri yang 
kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan 
laki-laki lain. Dengan kematian suami tersebut, menimbulkan akibat hukum 
salah satu nya terhadap harta peninggalan suami terhadap isteri. 
Dalam upaya mencapai kebahagiaan dan mempertahankan 
kelangsungan keturunannya, manusia melengkapi hidup mereka dan rumah 
tangga dengan harta kekayaan beserta kemudahan-kemudahan hidup lain 
nya. Sehingga manusia merasa perlu untuk memberikan peninggalan berupa 
materi atau harta kekayaan ataupun kemudahan dengan mewariskan kepada 
anak keturunannya. Oleh karena itu muncullah hukum waris yang mengatur 
segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan. 
Hukum Adat Jawa merupakan salah satu hukum adat yang ada di 
Negara Indonesia, dan negara mengakui keberadaan hukum tersebut. 
Hukum Adat Jawa dengan kedudukannya sebagai hukum asli bangsa 
Indonesia merupakan nilai-nilai hidup yang berkembang di dalam 
masyarakat Indonesia sendiri, salah satu hukum yang masih dipertahankan 
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oleh masyarakat Jawayakni tata cara dalam pembagian harta peninggalan 
suami terhadap isteri yang ditinggalkan. 
Dalam menghitung dan membagi harta peningalan selalu saja ada 
permasalahan, entah itu pembagian yang kurang rata ataupun permasalahan 
dari ahli warisnya. Maka agar pembagian harta peninggalan  tersebut rata 
dan tidak menimbulkan, perlu adanya sistem hukum waris yang digunakan 
sebagai pedoman. 
Desa Margo Mulyo di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten 
Bengkulu Tengah  adalah masyarakat yang paling banyak di tempati oleh 
suku Jawa. Suku Jawamemiliki hukum adat tersendiri dalam pembagian 
harta peninggalan suami yang telah meninggal hingga masih bertahan 
hingga saat ini. Masalah harta peninggalan akan dialami oleh setiap orang 
apabila ada diantara anggota keluarganya yang meninggal dunia, pembagian 
harta peninggalan sangatlah penting, karena menyangkut kelangsungan 
hidup dan kebutuhan penerima harta peninggalan  tersebut.  
Berdasarkan latar belakang diatas  penulis tertarik melakukan 
penelitian dan mengangkatnya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang 
berjudul berjudul : “Kedudukan Isteri Terhadap Harta Peninggalan 
Suami  Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Margo MulyoKecamatan 





B. Identifikasi Masalah 
1. Bagaimana kedudukan isteri terhadap harta peninggalan suami  menurut 
Hukum Adat Jawa di Desa Margo MulyoKecamatan Pondok Kubang 
Kabupaten Bengkulu Tengah? 
2. Apa faktor penyebab isteri tidak mendapatkan harta terhadap harta 
peninggalan suami dalam Hukum Adat Jawa di Desa Margo 
MulyoKecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui kedudukan isteri terhadap harta peninggalan 
suami  menurut Hukum Adat Jawa di Desa Margo MulyoKecamatan 
Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. 
b. Untuk mengetahui faktor penyebab isteri tidak mendapatkan harta 
terhadap harta peninggalan suami dalam Hukum Adat Jawa di Desa 
Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu 
Tengah. 
2. Manfaat penelitian 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai 
bahan informasi bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya 
hukum adat. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi 
masyarakat, yaitu sebagai bahan bacaan khususnya bagi  masyarakat 
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di Desa Margo MulyoKecamatan Pondok Kubang Kabupaten 
Bengkulu Tengah. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapa memberikan masukan 
kepada lembaga pemerintah untuk  ikut berperan serta dalam rangka 
reformasi di bidang hukum khususnya hukum adat. 
D. Kerangka Pemikiran 
Menurut  Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 
meneyatakan bahwa: 
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” 
Hukum adat merupakan aturan yang mengatur tata kehidupan 
masyarakat adat.Di dalam Negara Republik Indonesia ini adat yang dimiliki 
oleh daerah-daerah, suku-suku bangsa adalah berbeda, meskipun dasar dan 
sifatnya satu yaitu Indonesia.2
“Suatu interaksi mulanya berbentuk suatu perbuatan dan apabila 
perbuatan itu dianggap baik, maka perbuatan itu mungkin menjadi 
 
Hukum adat timbul atau muncul dalam  masyarakat itu sendiri, 
sehingga kemunculannya di daerah yang satu dengan daerah yang lain 
kadang-kadang tidak sama, karena masing-masing daerah mempunyai 
hukum adat yang berbeda-beda. Soerjono soekanto menyebutkan : 
                                                          





kebiasaan atau perbuataan yang diulang-ulang oleh anggota 
masyarakat.3
Hukum yang tak tertulis meliputi yang hidup dan bertahan sebagai 
peraturan adat di dalam bermasyarakat yang disebut hukum tetapi juga 
hukum kebiasaan dalam lapangan ketatanegaraan peradilan.
 
4
1. Sebagai pedoman, artinya pedoman yang akan diturut oleh setiap anggota 
masyarakat agar dapat bertindak, berbuat dan bertingkah laku sesuai 
dengan petunjuk-petunjuk hidup yang terkandung dalam hukum adat itu. 
 
Dapat dikatakan bahwa fungsi hukum adat adalah: 
2. Sebagai koreksi dari masyarakat terhadap anggota masyarakat, terutama 
yang melakukan perbutaan-perbuatan yang tercela. 
Masyarakat Indonesia sebagian besar membedakan jandakedalam dua 
pengertian yaitu janda karena kematian suami danjanda karena perceraian. 
Tetapi disini penulis lebih mengerucutkanpembahasannya mengenai janda 
karena kematian suami.Sedangkan yang dimaksud dengan janda karena 
kematian adalahseorang wanita yang telah lama hidup bersama dengan 
suamidalam pernikahan yang sah dan telah dapat membentuk hartabersama 
(gono-gini) tetapi dikemudian hari sang suami meninggal terlebih dahulu.5
                                                          
3Soerjono Soekanto, 1981, Pokok-Pokok Hukum Adat, Alumni, Bandung,Hal. 37. 
 
4Iman Sudiyat,1981, Asas-asas hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, Hal. 
19. 
 
5Sigit Prasetyo, 2014, Praktik Pembagian Harta Bersama Perceraian Menurut Hukum 
Adat Jawa  Di Desa  Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu 




Menurut Hilman Hadikusuma sebagaimana di kutip oleh Sigit 
Prasetyo, di Indonesia menurut hukum adat sistem pewarisandibedakan 
menjadi tiga diantaranya:6
a. Sistem pewarisan individual 
 
Sistem pewarisan individual diterapkan padamasyarakat bilateral seperti 
Jawa. Ciri-ciri dari sistempewarisan ini ialah harta warisan dapat 
dibagikan kepadamasing-masing ahli waris. Sebagai ahli waris utama 
dalamsistem ini ialah anak dan janda. Jika pasangan suami 
isterimempunyai keturunan maka pewarisan tidak menjadipersoalan, 
karena sudah pasti harta warisan itu akan jatuhketangan janda untuk 
menafkahi dirinya dan anak-anaknya,sampai anak-anaknya dewasa atau 
menikah.Yang menjadi persoalan adalah apabila pasangansuami isteri itu 
tidak mempunyai keturunan, sedangkan pihakkeluarga pewaris menuntut 
harta warisan tersebut. Apabilaterjadi permasalahan seperti itu maka 
pembagian warisannyaadalah sebagai berikut : 
1).  Pada prinsipnya harta bawaan kembali kepada masing-masingpihak 
yang membawanya. Hal itu berarti hartabawaan yang dibawa oleh 
pewaris akan kembali kepadakeluarga pewaris. 
2).  Harta gono-gini pada prinsipnya merupakan hak bagijanda yang 
masih hidup. 
3).  Bagi barang-barang yang didapat suami atau isteri baiksebagai hibah 
atau warisan yang didapat selama merekamasih dalam satu 
perkawinan maka barang itu dapatdisamakan dengan harta bawaan 
masing-masing pihak. 
4).  Jika harta gono-gini belum mencukupi bagi kehidupansehari-hari 
maka harta asal suami dapat digunakan olehjanda sampai meninggal 
dunia atau sampai janda itukawin lagi. 
b. Sistem pewarisan kolektif. 
Sistem pewarisan kolektif diterapkan pada masyarakatmatrilineal seperti 
Minangkabau. Harta warisannya disebutharta pusaka, harta tersebut 
diwariskan kepada sekumpulanahli waris secara bersama-sama , tidak 
boleh dibagi-bagikankepada masing-masing ahli waris tetapi hanya 
berhakmemakainya. Hal ini disebabkan karena adanya pemikiranbahwa 
harta yang ditinggalkan itu merupakan harta turuntemurun, tidak 
mungkin dimiliki seseorang sehingga menjadimilik bersama. 
c. Sistem pewarisan mayorat 
Sistem pewarisan ini mempunyai ciri-ciri hartawarisan secara 
keseluruhan diserahkan kepada salah satuanak atau ahli warisnya. 
Misalkan seperti di Bali yang berhakmewarisi hanyalah anak laki-laki 




yang tertua, sedangkan diSumatera Selatan yang berhak mewarisi adalah 
anakperempuan yang tertua. 
 
Berdasarkan macam sistem pewarisan tersebut makaSuku Jawa 
termasuk kedalam sistem pewarisan individual, dimanadalam sistem itu 
yang menjadi ahli waris utama adalah anak danjanda. Hukum adat yang 
berlaku di Jawa, seorang jandamempunyai kedudukan yang istimewa jika 
dibandingkan denganahli waris yang lainnya, jika syarat bagi ahli waris 
adalah harusdalam satu ikatan kekeluargaan berdasarkan atas persamaan 
darahatau keturunan, maka jelaslah bahwa seorang janda tidak 
berhakmenjadi ahli waris dari suaminya. Tetapi kenyataannya dalamsuatu 
perkawinan hubungan suami dengan isteri terkadang lebiherat daripada 
hubungan suami dengan keluarganya. Realita inilahyang menyebabkan 
seorang janda diberi kedudukan istimewadalam pewarisan yang artinya 
kedudukan janda tersebut sejajar dengan anak-anak pewaris. Seperti 
dikemukakan oleh Iman Sudiyat yaitu: 
Manakala perkawinan putus karena meninggalnya suami atau isteri, 
maka partner yang ditinggalkannya itu menguasai harta bersama 
seperti masa perkawinan; ia berhak atas harta tersebut untuk 
penghidupannya. bilakebutuhan hidupya telah terpenuhi secara pantas, 
maka hrta bersamaitu dapat dibagi antara dia dengan para ahliwaris si 
meninggal. Dalam hal ada anak-anak, maka mereka ini akhirnya 
mewaris harta kekayaan itu selaku barang asal. Jika tidak ada anak, 
maka sepeninggal partner yang menjanda/membalu ini, hartakekayan 
tersebut harus dibagi antara sanak saudara si suami di satu pihak 
dengan sanak saudara si isteri di lain pihak, dengan patokan yang sma 
seperti kalau suami-isteri itu membaginya semasa mereka masih 
hidup.7
                                                          






E. Keaslian Penelitian 
Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil-hasil penelitian yang sudah 
dilakukan, penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Bengkulu terdapat kemiripan judul karya ilmiah yaitu: 
“Kedudukan balu(janda/duda) Terhadap Harta Bersama Menurut 
Hukum Adat Jawa di DesaPekik Nyaring”, oleh Linati Manurung pada 
tahun 2008 dengan Identifikasi Masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan balu(janda/duda) terhadap harta bersama bersama 
menurut Hukum Adat Jawa di Desa Pekik Nyaring? 
2. Bagaiamana praktik pembagian harta bersama balu(janda/duda)  menurut  
Hukum Adat Jawa di Desa Pekik Nyaring? 
“Praktik Pembagian Harta Bersama Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa  
Di DesaSidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah”. 
oleh Sigit Prasetyo pada tahun 2013 dengan Identifikasi Masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah praktik pembagian harta bersama menurut  Hukum Adat 
Jawa di Desa  Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu 
Tengah? 
2. Bagaimanakah penyelesaiannya jika terjadi sengketa dalam pembagian 
harta bersama menurut Hukum Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan 
Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah? 
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3. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi masyarakat Jawa di 
Kabupaten Bengkulu Tengah masih melakukan pembagian harta bersama 
menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Sidodadi? 
Adapun perbedaan karya ilmiah yang sebelumnya dengan yang 
penulis lakukan sekarang yakni, penulis dengan judul “Kedudukan Isteri 
Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa 
Margo MulyoKecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.” 
Dalam penulisan ini penulis lebih fokus penelitian terhadap bagaimana 
kedudukan isteri terhadap harta peninggalan suami  menurut Hukum Adat 
Jawa di Desa Margo MulyoKecamatan Pondok Kubang Kabupaten 
Bengkulu Tengah, karena sebagaimana diketahui bahwa setiap adat istiadat 
mempunyai tata cara dan bentuk yang berbeda-beda dengan adat lainnya 
salah satunya masalah perkawinan. Dari segi objek permasalahan yang 
penulis jelas ada perbedaan dimana pada sebelumnya Kedudukan harta 
bersama dan pembagian harta bersama sedang pada objek penelitian ini 
kedudukan isteri terhadap harta peninggalan suami paska meninggalnya 
suami tersebut. Selain itu juga penulis dalam permasalahannya bagaimana 
kedudukan isteri terhadap harta peninggalan suami dan bagaimana 
bagianisteri terhadap harta peninggalan suami menurut Hukum Adat Jawa di 
Desa Margo MulyoKecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu 
Tengah. Dan apabila didapati penelitian yang sama dengan penelitian 
penulis siap mundur, dibatalkan dan tidak diakui. 
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F. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Suatu penelitian 
deskriptif, dimaksud untuk meberikan data yang seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.8
2. Pendekatan penelitian 
Penelitian 
deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 
gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan kedudukan 
isteri terhadap harta peninggalan suami menurut Hukum Adat Jawa Di 
Desa Margo MulyoKecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu 
Tengah.  
Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan 
kualitatif “penelitian kualitatif langsung mengarah pada keadaan dan 
pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat di 
dalamnya.9
                                                          
8Soerjono Soekanto, 1986, Metode Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 
Hal. 10. 
 
9Andry Harijanto Hartiman, 2001, Antropologi Hukum,Lembaga Penelitian 
Unib, Bengkulu, Hal. 23. 
Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti 
mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana yang 
dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep 
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dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan 
masalah. 
3. Data penelitian 
Ada  dua data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 
data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Data   primer   yang   diperoleh   melalui   penelitian 
lapangan   (field research)   yang   dilakukan   dengan  cara 
wawancara. Dalam melakukan wawancara ini penulis 
menggunakan  pedoman pertanyaan yang telah disiapkan 
sebelumnya sesuai dengan data yang diperlukan, namun, di sini 
pedoman   pertanyaannya hanya masalah pokok  saja, sehingga 
responden masih mempunyai kebebasan dan   wawancara    tidak   
menjadi   kaku   sehingga   tidak tertutup  kemungkinan perluasan 
materi yang diselaraskan dengan keperluan penulis (wawancara 
bebas terpimpin). 
b. Data Sekunder 
Data   sekunder   diperoleh   dari   studi   kepustakaan 
dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan 
untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, 
pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan 
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asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok 
permasalahan yang diteliti. 
4. Prosedur pengumpulan data 
Prosedurpengumpulandatayangakandigunakandalampenelitianin
i menggunakan wawancara mendalam. Wawancara/interview 
mendalam yakni kegiatan wawancara ini dilakukan untuk 
mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui wawancara. Pada 
saat wawancara, peneliti memberikan pertanyaan yang telah disusun 
terlebih dahulu yang berkenaan kedudukan isteri terhadap harta 
peninggalan suami menurut Hukum Adat Jawa di Desa Margo Mulyo 
Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten  Benteng. 
Wawancara dilakukan sesuai dengan judul penelitian dan 
rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Desa Margo 
Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Benteng, tempat ini 
dipilih karena mayoritas penduduknya mayoritas masyarakat jawa dan 
pernah melakukan pembagian harta peningglan suami terhadap isteri. 
Dalam penentuan informan yang akan diwawancarai oleh 
penulis mengunakan metode Purposive, yaitu untuk menentukan 
informan yang dipilih secara sengaja dengan menggunakan kriteria 
dan pertimbangan penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi informan 
adalah sebagai berikut : 
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a. Kelompok informan yang berkenaan dengan sistem 
kepemimpinan tradisional yaitu tokoh Adat Jawa, seperti Ketua 
Adat Jawa. Pemilihan informan ini dilandaskan oleh suatu 
pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman hidup dan 
pengetahuan cukup memadai berkaitan dengan kedudukan isteri 
terhadap harta peninggalan suami menurut Hukum Adat Jawa Di 
Desa Margo MulyoKecamatan Pondok Kubang Kabupaten 
Bengkulu Tengah. 
b. Kelompok informan yang terdiri dari warga yang terlibat dengan 
masalah ini, yang dilandasi oleh suatu pertimbangan bagaimana 
pengalaman, pengetahuan dan pandangan mereka masing-masing 
berkaitan dengan kedudukan isteri terhadap harta peninggalan 
suami menurut Hukum Adat Jawa dan bagaimana tata cara 
pembagian harta peninggalan suami terhadap isteri menurut 
Hukum Adat Jawa. 
5. Pengolahan  Data 
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, 
kemudian data-data tersebut diolah  sesuai dengan kebutuhan apa yang 
menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yang kemudian data-
data tersebut dikelasifikasikan hasil pada sub bab sesuai dengan 
kegunaan dalam penulisan, seperti pengelompokan hasil wawancara pada 
sub bab tertentu. 
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6. Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis 
kualitatif, yaitu analisis data dengan mendeskripsikan kedalam bentuk 
pernyataan-pernyataan dengan menggunakan cara berpikir induktif-
deduktif atau sebalikny. Cara berpikir induktif yaitu menggeneralisasikan 
data dari sampel (informan) sebagai hasil penelitian untuk 
menggambarkan keadaan umum sedangkan cara berfikir deduktif yaitu 
kerangka berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat 
umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara 
sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam 
bentuk skripsi.Dengan cara ini kajian mengenai kedudukan isteri terhadap 
harta peninggalan suami menurut Hukum Adat Jawa di Desa Margo 
MulyoKecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dapat 
dideskripsikan dalam hasil penelitian ini. 
G. Sitematika Penulisan Hukum  
HALAMAN JUDUL  
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING 
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI 
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN 
KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI   
DAFTAR LAMPIRAN  
ABSTRAK 
ABSTRACT 
BAB I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
B. Identifikasi Masalah 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
D. Kerangka Pemikiran 
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E. Keaslian Peneitian 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
2. Pendekatanpenelitian 
3. Data penelitian(jenis dan sumber) 
4. Prosedur pengumpulan data 
5. Pengolahan data 
6. Analisis data 
BAB   II.   KAJIAN PUSTAKA 
BAB III. GAMBARAN UMUM DESA MARGO MULYO 
KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN 
BENGKULU TENGAH. 
BAB  IV.  KEDUDUKAN ISTERI TERHADAP HARTA 
PENINGGALAN SUAMI MENURUT HUKUM ADAT 
JAWA DI DESA MARGO MULYO KECAMATAN 
PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH. 
BABV.  FAKTOR PENYEBAB ISTERI TIDAK MENDAPATKAN 
HARTATERHADAPHARTA PENINGGALAN SUAMI 
DALAM HUKUM ADAT JAWA DI DESA MARGO 
MULYO KECAMATAN PONDOK KUBANG 
KABUPATEN BENGKULUTENGAH. 
 










BAB II  
KAJIAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum TentangHukum Adat 
1. Pengertian Adat 
Kata adat yang berasal dari bahasa Arab, diartikan sebagai 
kebiasaan baik untuk menyebut kebiasaanyang buruk (adat 
Jahiliah) maupun bagi kebiasaan yang baik (adat islamiah istilah 
adat yang berasal dari bahasa Arab ini. Diambil alih oleh bahasa 
Indonesia dan dianggap sebagai bahasa sendiri, maka pengertian 
adat dalam bahasa Indonesia menjadi berbeda.10
Adat itu adalah renapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, 
yaitu bahwa kaedah-kaedah adat itu berupa kesusilaan yang kebenarannya 
telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
 
11
Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu 
bangsa, merupakan salah satu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan 
dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.
 
12
Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan 
terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai 
dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.Di Indonesia 
aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-
 
                                                          
10Andry Harijanto Hartiman dkk, Bahan Ajar Hukum Adat, Fakultas Hukum 
UNIB, Bengkulu, 2007, Hal. 8. 
 
11Bushar Muhammad, 1994, Asas-asas Hukum Adat,PT. Pradaya Pratama, 
Jakarta, Hal.30. 
 
12Soerojo Wignjodipoero, 1967, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, 




aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah 
melembaga dalam dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat 
upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilau warga 
masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat 
yang menjadi tokoh masyarakat  menjadi cukup penting.13
2. Pengertian Hukum Adat 
 
Hukum Adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia yang  berasal adat kebiasaan, yang secara turun 
temurun dihormati dan ditaati oleha masyarakat sebagai tradisi bangsa 
Indonesia.14Umunya, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan atau 
norma, tertulis maupun tidak tertulis yang mengkategorikan suatu perilaku 
benar atau salah.15
Dalam masyrakat adat  suatu masyarakat  adat merupakan  suatu 
bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk 
jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.
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13Jupriansyah, 2014, Perjanjian Paroan (Bagi Hasil Pemeliharaan Kerbau) 
Menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu 
Tengah,Skripsi, Fakultas Hukum UNIB, Hal.9. 
 
14Ilham Bisri, 2012, Sistem Hukum Indonesia,  Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 
112. 
 
15Ade Saptomo, 2013, Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah 
Perspektif perbandingan, Fakultas Hukum Universitas PancasilaPress, Jakarta. Hal.36-
37. 
 
16Soerjono Soekanto, 2002, Hukum Adat Indonesia, RajaGrafindo Persada, 




Hukum adat itu memiliki dua unsur mutlak, yaitu: pertama unsure 
kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu 
diindahkan oleh rakyat dan kedua unsure psikologis, bahwa 
terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud 
mempunyai kekuatan hukum. Dan unsure inilah yang menimbulkan 
adanya kewajiban hukum (opinion necessitaris). Intisari hukum 
adat menurut Van Vollenhoven terdiri atas dua unsur, yakni hukum 
asli penduduk yang pada umumnya masih tidak tertulis (jus non-
scriptum) dan ketentuan-ketentuan hukum agama yang sebagian 
besar sudah tertulis ( jus scriptum). 17
Van Dijk  mengatakan bahwa kata “hukum Adat” itu adalah istilah 
untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan dalam kalangan 
orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (orang Tionghoa, 
orang Arab dan lain-lain). Selanjutnya, bahwa kata “adat” adalah suatu 
istilah yang dikutip dari bahasa Arab, tetapi sekarang telah diterima dalam 
semua bahasa di Indonesia.Pada permulaannya istilah itu berarti 
“kebiasaan”.Dengan  istilah ini sekarang dimaksud semua kesusilaan 
disemua lapangan hidup, jadi, semua peraturan tentang tingkah-laku 




Sebagaimana dikutip oleh Bushar Muhammad, Ter Haar dalam 
pidatonya tahun 1937 yang bertemakan : ”Hukum Adat Hindia-Belanda di 
dalam ilmu praktek dan pengajaran” menegaskan sebagai berikut:
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17Soerojo Wignjodipoero, 1983, Kedudukan Serta Perkembangan Hukum 
Adat Setelah Kemerdekaan,PT.Gunung Agung. Jakarta, Hal75. 
18Bushar Muhammad,  2003, Asas-Asas Hukum Adat “Suatu Pengantar”, PT 
Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 13. 





a. “Hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, 
keputusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan 
berwibawa dari Kepala-Kepala Rakyat yang membantu pelaksanaan 
perbuatan-perbuatan hukum, atau - dalam hal pertentangan kepentingan 
– keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang 
keputusan-keputusan itu karena kesewenangan atau kurang prngertian, 
tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, diterima dan 
diakui atau setidak-tidaknya ditolerir oleh rakyat. 
b. Hukum adat itu – dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis, 
yang terdiri daripada peraturan-peraturan Desa, surat-surat perintah raja 
adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-
keputusan para pejabat hukum (dalam arti luas) yang mempunyai 
wibawa authority, macht) serta pengaruh dan yang pelaksanaannya 
berlaku serta-merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. 
 
Menurut Ter Haardalam buku Hilman Hadikusuma menyatakan 
bahwa : 
Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam 
keputusan-keputusan dari kelapa-kelapa adat dan berlaku secara 
spontan dalam masyarakat. Ter Haar  terkenal dengan teori 
“Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-
istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari 
sikap penguasa masyarakat hukum terhadap pelanggar peraturan 
adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman 
terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan 
hukum adat.”20
Menurut Cornelis van Vollen Hovendalam buku Dewi Wulansari 
menyatakan hukum adat adalah himpunan peraturan tentang prilaku yang 
berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai 





                                                          
20Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Maju Mundur, 
Bandung, Hal.43. 
 
21Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Pradnja 




Dengan demikian hukum adat yang berlaku itu hanya dapat 
diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para pejabat 
hukum tersebut di atas (pejabat hukum meliputi ketiga kekuasaan, yaitu: 
eksekutif, legislatif, yudikatif). Jadi bukan saja keputusan hakim, tetapi 
juga keputusan kepala adat, rapat Desa, wali tanah, petugas-petugas di 
lapangan agama dan petugas-petugas Desa lainnya. Keputusan itu bukan 
saja keputusan mengenai suatau sengketa yang resmi, tetapi juga di luar 
itu, berdasarkan kerukunan atau musyawarah, keputusan-keptutusan itu 
diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan 
hidup kemasyarakatan warga persekutuan itu. 
B. Tinjauan tentang perkawinan 
1. Perkawinan Menurut Hukum Adat 
Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia, karena 
berkaitan dengan perasaan,  kesadaran dan pandangan hidup. Perkawinan 
adalah urusan laki-laki dan perempuan yang ingin membina kehidupan 
berumah tangga, namun kenyataannya menurut hukum adat perkawinan 
juga merupakan urusan kedua pihak, kerabat, clan dan juga merupakan 
urusan masyarakat, bahkan sekarang merupakan urusan negara.22
Menurut hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi 
dari orang yang kawin, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, 
masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang 
tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. 
Bagi suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan 
 
                                                                                                                                                               
 




terus berlangsungnya suku itu dengan tertibnya. Bagi masyarakat 
(persekutuan), perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting 
yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai 
tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Bagi kasta, 
perkawinan juga penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) 
sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib 
perkawinannya sendiri. Oleh karena perkawinan ini memiliki arti 
yang sangat penting, maka pelaksanaannya senantiasa disertai 
dengan upacara-upacara adat, kadang lengkap dengan sesajen-
sesajennya. Agar mempelai berdua selamat mengarungi hidup baru 
sampai akhir hayatnya atau sering disebut dengan sampai kaken-
kaken dan ninen-ninen. Segala upacara-upacara ini merupakan 
upacara peralihan, upacara yang melambangkan perubahan status 
dari mempelai berdua; yang tadinya hidup berpisah, setelah melalui 
upacara-upacara itu menjadi hidup bersama dalam suatu keluarga 
(somah) sebagai suami isteri. Semula mereka milik orang tuanya, 
kemudian menjadi keluarga mandiri.23
Menurut Ter Haarsebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady 
disebutkan : “Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang 
menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan 
merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang 
meneruskan golongan itu tersebut”.
 
24
 Hukum Perkawinan Adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang 
menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian 
kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga 
dengan tujuan untuk meneruskan keturunan”.
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23Hilman Hadikusuma, 1995, Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bandung, 
Hal. 45. 
 
24Tolib Setiady,“Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajiankepustakaan”, 
Alfabeta, Bandung, 2008,Hal. 221-222. 
 
25Djaren Saragih, Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang 





Hilman Hadikusuma, menyebutkan : Hukum Adat Perkawinan 
adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk 
perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya 
perkawinan di Indonesia.26
Sahnya perkawinanmenurut hukum adat perkawinan  secara terang 
dan tunai  yaitu Perkawinan yang dilakukan dimuka fungsionaris adat 
(kepala Desa,atau ketua adat, kepala suku dan lain-lainnya). Dan pada saat 
itu pula perempuan yang dinikahi oleh laki-laki tersebut telah sah menjadi 
isteri laki-laki pelamar.
 Seperti yang telah diuraian di muka, bahwa 
perkawinan itu bukan saja hanya merupakan suatu peristiwa penting bagi 
mereka yang masih hidup saja akan tetapi termasuk juga merupakan 
peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan 
diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak. 
27
Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di 
Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama 
yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan, maksudnya jika telah 
dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu 
sudah sah menurut hukum adat.
 
28
                                                          
26Hilman Hadikusuma,Op. Cit., Hal. 182. 
 
 
27Dewarijuna, 2013, Sahnya Perkawinan Adat, http://dewarijuna.blogspot.com 
diakses pada tanggal 10 Januari 2014, Pukul 02.00 WIB. 
 
28Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, Masalah Hukum Perkawinan di 




2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan:  
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 
Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: 
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.” 
 
Pencatatan Perkawinan lebih lanjut diatur dalam Bab II Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974. 
Di dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan,:  
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” 
 
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang dimaksud 
dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 
termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan 
agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak 





C. Sistem Perkawinan 
 
Dalam sistem perkawinan mengenal adanya 3 (tiga) macam sistem 
Perkawinan, yaitu: 
1. Sistem Endogamie 
Sistem ini seseorang hanya boleh kawin dengan seseorang dari satu suku 
keluarganya sendiri (satu Clan). Perkawinan semacam ini sekarang sudah 
jarang terjadi walaupun ada hanya pada Suku Toraja saja, tetapi inipun 
sudah mulai berubah lagi dan juga pada dasarnya perkawinan Endogamie 
ini tidak sesuai dengan tata susunan masyarakatnya yang menganut sistem 
kekeluargaan Parental atau Bilateral. 
 
2. Sistem Eksogamie 
Dalam sistem ini seseorang diharuskan kawin dengan seseorang di luar 
suku keluarganya (keluar Clan). Sistem ini misalnya terdapat di daerah 
Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru dn Seram. 
Dalam perkembangannya-pun sistem ini mengalami proses perlunakan di 
mana larangan perkawinan itu dilakukan hanya pada lingkungan 
kekeluargaan yang sangat kecil saja. Dengan demikian sistem ini dalam 
daerah-daerah tersebut dalam perkembangan masa, akan berubah 
mendekati sistem Eleutherogamie. 
 
3. Sistem Eleutherogamie 
Dalam sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-
keharusan seperti halnya dalam Sistem Endogamie dan atau Eksogamie. 
Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-
larangan yang bertalian dengan Ikatan Kekeluargaan, yakni larangan 
karena: 
a. Nasab (turunan dekat) seperti kawin dengan Ibu, Nenek, Anak Kandung, 
Cucu, juga kawin dengan saudara kandung, saudara Bapak atau saudara 
Ibu. 
b. Musyaharah (Periparan) seperti kawin dengan Ibu Tiri, Menantu, Mertua, 
Anak Tiri. 
 
Ternyata sistem ini meluas di Indonesia misalnya di Aceh, Sumatra 
Timur, Bangka, Blitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, 
Irian Jaya, Bali, Lombok dan seluruh Jawa-Madura.29
                                                          




D. Sistem Kekerabatan Parental 
Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama 
dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan 
dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem Keturunan ini sudah 
berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agam Hindu, Islam dan 
Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam 
pewarisan sistem hukum adat, seperti sistem parental atau bilateral. 
Sistem parental atau bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik 
menurut garis orang tua, atau garis dua sisi (Bapak-Ibu), dimana kedudukan 
pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan (Aceh, Sumatra Timur, 
Riau, Jawa, Kalimatan, Sulawesi, dan lain-lain).30
E. Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat 
 
 
Menurut Hilman Hadikusuma bahwa hukum adat yang di maksud 
dengan harta perkawinan adalah: “Semua harta yang dikuasai suami 
isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta 
kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta 
warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil 
bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu di 
pengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempatdan bentuk 
perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri yang bersangkutan”.31
Menurut Djamanat Samosir, harta perkawinan adalah harta yang 
dikuasai atau harta yang diperoleh atau dikuasai suatu keluarga sebagai basis 
materil untuk kelangsungan hidup suatu keluarga. Fungsi harta perkawinan 
 
 
                                                                                                                                                               
 
30Hilman Hadikusuma,  2003, Hukum Waris Adat,  PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, Hal. 23. 
 




adalah sebagai basis material kehidupan suami-isteri dan anak-
anaknya(keluarga) dalam membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari.32
Menurut Soerojo Wignjodipoero sebagaimana dikutip oleh Tolib 




1. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri secara warisan atau 
penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing yang dibawa ke dalam 
perkawinan. 
 
2. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas 
jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan. 
3. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri 
sebagai milik bersama. 
4. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan isteri bersama pada 
waktu pernikahan. 
 
Menurut Djojodigoeno dan Tirtawinata dalam bukunya “Adat 
Privaatrecht Van Middle-Java” sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiady 
menegaskan: Rakyat Jawa Tengah mengadakan pemisahan Harta Perkawinan 
ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu:34
a. Barang asal atau barang yang dibawa kedalam perkawinan. 
 
b. Barang milik bersama atau bara 
c. ng perkawinan. 
 
                                                          
32Djamanat Samosir, 2013, Hukum Adat Indonesia, Nuansa Aulia,  Bandung, Hal. 
295. 
33Fuad, 2013, Makalah Hukum Waris AdatKedudukan duda dan janda menurut 
hukum waris adat,http:// fuadfh.blogspot. com/2013/04/ makalah-hukum-waris-adat-






F. Harta Peninggalan Menurut Hukum Adat 
 
Menurut Hilaman Hadikusuma harta peninggalan terbagi sebagai 
berikut:35
1. Peninggalan tidak terbagi 
 
 
Harta peninggalan yang tidak terbagi adalah seperti harta pusaka di 
minang Kabau, tanoh buway atau tanoh menyanak di Lampung, biasanya. 
Biasanya harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan turun-
temurun dari zaman leluhur(poyang, buyut) dan merupakan milik bersama 
sekerabat sefamili, dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan 
pengawasan tua-tua adat (Minang: Penghulu, Mamak kepala waris; 
Lampung Punyimbang buway; Minahasa, Tua Untaranak; Ambon, Kepala 
Dati). 
 
2. Peninggalan terbagi 
Terbagi-baginya harta peninggalan itu dapat terjadi ketika pewaris masih 
hidup atau sesudah pewaris wafat. ketika pewaris hidup dapat terjadi 
pemberian dari sebagian harta  yang akan ditinggalkan pewaris kepada 
waris untuk menjadi bekal kehidupan dalam berusaha sendiri atau  untuk 
membentuk rumah tangga baru berpisah dari kesatuan rumah tangga orang 
tua (Jawa, mencar, mentas; Batak, manjae). Jika pembagian harat 
peninggalan itu  setelah pewaris wafat, maka bagi waris yang belumk 
kawin  ia akan menjadi bekal usaha sendiri atau untuk memasuki 
perkawinan, sedangkan bagi waris yang sudah kawin pembagian itu akan 
menjadi harta asal yang ditambahkan kepada harta bawakannya kedalam 
perkawinan. Proses Penambahan harta asal dari harta peninggalan yang 
dibagi-bagi itu dapat berjalan lama, disebabkan ada kemungkinan harta 
peninggalan yang seharusnya terbagi-bagi itu belaum terbagi karena 
penanguhan waktu pembagaiannya. 
 
3. Peninggalan belum terbagi 
Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi pada waris adakalanya belum 
dibagi karena ditangguhkan waktu pembagiannya. penangguhan waktu 
pembagian anatar lain disebabkan beberapa hal: 
a. Masih ada orang tua, 
b. Terbatasnya harta peninggalan, 
c. Tertentu jenis dan macamnya, 
d. Pewaris tidak mempunyai keturunan, 
e. Para waris belum dewasa, 
                                                          
35Hilman Hadikusuma,  2003, Hukum Waris Adat,  PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, Hal. 38-44. 
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f. Belum ada waris pengganti, 
g. Diantara waris belum hadir, 
h. Belum ada waris yang berhak, 
i. Belum diketahuinya hutang-piutanng. 
 
G. Kedudukan Isteri Menurut Hukum Adat Jawa 
 
Kedudukan perempuan dalam sastra jawa yang dihasilkan raja dan 
pujangga keraton abad XVIII dan XIX diketahui bahwa peran dan kedudukan 
perempuan terbatas disektor domestik. Adapun kedudukan perempuan yang 
disebutkan dalam beberapa karya sastra jawa tersebut, antara lain sebagai 
berikut:36
1. Sebagai hamba Tuhan 
 
Perempuan Jawa pada umumnya menganut agama Islam, Katolik, 
Protestan, Hindu dan Budha. Adupun agama yang dianut oleh sebagian 
besar masyarakat termasuk  perempuan dilingkungan keraton adalah 
agama Islam yang tercampur dengan unsur-unsur ajaran hindu budha, 
animisme, dan dinamisme. Pengenbangan kebudayaan jawa yang dimasuki 
unsur-unsur agama, terutama agama  islam dilakukan oleh raja maupun 
pujangga. Melalui karya sastra, mereka menganjurkan agar laki-laki dan 
perempuan selalu bersyukur atas karunia Tuhan. 
2. Sebagai anak atau menantu 
Anak perempuan sebelum kawin memiliki kewajiban bekti(mengabdi) 
kepada orang tua. Setelah menikah pengabdian sebagai anak bertambah 
dengan wajib bekti kepada mertua. Selanjutnya dijelaskan  pula alasan 
mengapa masing-masing perlu mendapatkan penghormatan dari anak . 
Disebutkan bahwa bapak/ibu adalah sebagai perantara anak lahir kedunia. 
Selain orang tua, mertua juga mempunyai andil dalam menciptakan 
kebahagian anak/menantu, karena melalui perantara mertua, perempuan 
mendapat suami yang dapat memberikan kebahagiaan. 
3. Sebagai isteri 
Dalam sastra Jawa banyak ditemukanajaran tentang tugas-tugas isteri 
sebagai pendamping suami. Karena kedudukan isteri ditempatkan sebagai 
pihak yang harus berbakti kepada suami. Dalam kedudukan sebagai isteri, 
perempuan berada dalam posisi yang lebih rendah dari pada suami, sebab 
dalam konsep jawa isteri harus memperlakukan suami  seperti dewa yang 
dipuji, ditakuti , dan dihormati. 
                                                          
36Asa, 2009, Wanita Dalam Adat Jawa,http://asa-2009.blogspot.com/2012/02/wanita-




4. Sebagai ibu 
Tugas perempuan dalam kedudukannya sebagai ibu tidak banyak 
disinggung dalam karya sastra Jawa. Yang sering ditemukan dalam karya 
sastra Jawa adalah hak ibu, termasuk bapak, untuk mendapat 
penghormatan dan kebaktian dari anak. Hak orang tua untuk dituruti 
perintahnya sangat besar, bahkan disamakan dengan raja karena 
kedudukan orang tua sebagai panutan (teladan) bagi anaknya sama dengan 
raja yang menjadi teladan bagi rakyatnya. 
 
H. Sebab Isteri Tidak Mendapatkan Harta Peninggalan 
Sebab-sebab hilangnya hak untuk mendapatkan harta warisan, ada 2 
penyebab, perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris dan ahli waris 
membunuh pewaris.37
1. Perbedaan agama 
 
Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagai 
mana ditegaskan bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari yang 
bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari 
seorang muslim. 
2. Pembunuhan 
Pembunuhan menghalangi seorang untuk mendapatkan warisan dari waris 
yang dibunuhnya. Seorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak 
menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu. 
 
Dalam hal hilangnya hak mewarisi tidak terdapat perbedaan antara ahli 
waris berdasar Undang-undang dan ahli waris menurut wasiat. Orang-orang 
yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris karena perbuatannya yang 
tidak patut (onvarding) adalah:38
                                                          
37Rizki Mukaromah, 2011,Ihwal Hukum Perdata, http: 
 
rizkimukaromah.blogspot.com/ihwal-hukum-perdata.html, diakses pada tanggal 3 April 
2014,  pukul 23.00 WIB 
 
38Reza Setiawan, 2014, Bahan Kuliah Hukum Kewarisan, 
bahankuliyah.blogspot.com/hukum-kewarisan.html, diakses pada tanggal 3 April 2014,  
pukul 23.00 WIB 
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a. Karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris (Pasal 838 ayat 
(1)). 
b. Karena memfitnah atau telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris 
melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun (Pasal 838 
ayat (2)). 
c. Karena dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si pewaris untuk 
membuat atau mencabut surat wasiatnya (Pasal 838 ayat (3)). 
d. Karena telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat 
pewaris (Pasal 838 ayat (4)). 
























KEDUDUKAN ISTERI TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI   
MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI DESA MARGO MULYO  
KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH 
 
Dalam hasil penelitian ini penulis juga mendeskripsikan gambaran umum 
daerah penelitian yakni Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kelapa 
Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut: 
A. Letak dan Luas Wilayah dan Aksesibilitas 
Desa Margo Mulyo secara administratif termasuk ke dalam wilayah 
Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi 
Bengkulu. Dengan batasan-batasan desa sebagai berikut : 
1. Sebelah Barat : Sungai Bungin dan Desa Bentiring 
2. Sebelah Timur : Lambai Rangae, Tanjung Terdana dan   
Desa Pondok Kubang 
3. Sebelah Utara : Desa Harapan Makmur. 
4. Sebelah Selatan : Desa Taba Pasma dan Sungai Bengkulu. 
Luas wilayah Desa Margo Mulyo 460 Ha, 65% berupa daratan yang 
berfotografi bukit-bukit dan 35% rawa yang dimanfaatkan sebagai lahan 
pertanian untuk persawahan tadah hujan. 
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Adapun Orbitasi, waktu tempuh dan letak Desa adalah sebagai 
berikut : 
a. Jarak Ibu Kota Kecamatan 05 s.d 10 Km. 
b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya15 s.d 20 Km. 
c. Jarak ke Ibu Kota Provinsi 10 s.d 15 Km. 
 
B. Keadaan Alam dan Potensi Fisik  
Desa Margo Mulyo berada pada ketinggian 800 Meter di atas 
permukaan laut,dengan topografi berbukit dan berawa. Jenis tanah pada 
umumnya tanah kuning kemerah-merahan. 
1. Pertanian 
Sektor pertanian merupakan sektor andalan di Desa MargoMulyo para 
petani pada umumnya mengusahakan tanaman buah-buahan dan 
tanaman perkebunan lainnya.Disamping tanaman padi dan palawija, 
tanaman buah-buahan saat ini yang dominan adalah rambutan dan 
sebagian kecil durian. Hal ini ditunjang dengan adanya kelompok-
kelompok tani yang ada di Desa Mrgo Mulyo. Tanaman pertanian saat 
ini mendapat prioritas oleh para petani. Hal ini ditunjang dengan 
luasnya tanaman karet dan sawit. Di samping tanaman kelapa hibrida 
yang ditanam disetiap pekarangan penduduk masing-masing minimal 
10 batang. Untuk kegiatan penyuluhan dan pembangunan pertanian 
telah ditumbuhkembangkan kelompok-kelompok sebagai berikut : 
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Kelompok Tani   : 5 Kelompok 
Kelompok Wanita Tani  : 10 Kelompok 
Taruna Tani   : 1 Kelompok 
Regu Pemberantas Hama babi  : 1 Kelompok 
2. Peternakan 
Perternakan di Desa Margo Mulyo diusahakan oleh penduduk itu 
sendiri yang merupakan usaha keluarga. Komposisi ternak yang 
dipelihara pendduk disajikan dalam tabel berikut : 
Tabel 1.1 
Komposisi Ternak 
No. Jenis Ternak Jumlah (ekor) 
1 Sapi 136 ekor 
2 Ayam/itik 6.013 ekor 
3 Kambing 225 ekor 
4 Kerbau 6 ekor 
Jumlah  6.380 ekor  
Sumber : Data Dasar Profil Desa Margo Mulyo Tahun 2013 
C. Keadaan Perekonomian 
Kondisi Masyarakat Desa Margo Mulyo secara kasat mata terlihat 
jelas perbedaannya antara rumah tetangga yang berkatagori miskin, sangat 
miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya di 
sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non 
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formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah  hujan, 
perkebunan karet dan  sawit sebagian kecil di sektor formal seperti  PNS, 
Honorer, Guru, Tenaga Medis. Mata Pencarian penduduk Desa Margo 
Mulyo dapat dilihat pada tabel berikut : 
Table 1.2 
Mata Pencarian Penduduk Desa Margo Mulyo 
No Pekerjaan Jumlah Jiwa 
1 Pertanian 218 orang 
2 Pedagang 14 orang 
3 PNS 93 orang 
4 Buruh 124 orang 
5 Tidak bekerja 582 orang 
Jumlah 1021 orang 
Sumber : Data Profil Desa Margo Mulyo Tahun 2013 
D. Keadaan Sosial, Pemerintahan dan Kelembagaan 
1. Keadaan Sosial 
a. Penduduk  
Penduduk Desa Margo Mulyo berjumlah 311 KK. Jumlah 
penduduk seluruhnya 1021 jiwa. Keadaan penduduk disajikan dalam 






Keadaan Penduduk Desa Margo Mulyo 
No Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) 
1 Pria 537 Jiwa 
2 Wanita 484 Jiwa 
Jumlah  1021 Jiwa 
Sumber : Data Dasar Profil Desa Margo Mulyo Tahun 2013 
b. Pendidikan 
Di dalam posisi penduduk Desa Margo Mulyo menurut tingkatan 
pendidikan disajikan dalam tabel berikut : 
Tabel 1.4 
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Margo Mulyo 
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) 
1 Pra Sekolah 85 Jiwa 
2 Tamatan SD/Sedrajat 313 Jiwa 
3 Tamatan SLTP/Sedrajat 272 Jiwa 
4 Tamatan SLTA/Sedrajat 111 Jiwa 
5 Tamatan Perguruan Tinggi 23 Jiwa 
6 Tidak Sekolah 367 Jiwa 
Jumlah 1021 Jiwa 
 Sumber : Data Dasra Profil Desa Mergo Mulyo tahu 2013 
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c. Tokoh-tokoh masyarakat 
Tokoh-tokoh masyarakat adalah faktor yang paling berpengaruh dalam 
masyarakat yang nantinya diharapkan menjadi motor penggerak 
pembangunan. Hasil observasi yang kami lakukan bahwa masyarakat 
Desa Margo Mulyo terdiri dari  tokoh-tokoh  masyarakat  Sebagai 
berikut : 
1). Pemimpin Formal 
a). Kepala Desa dan Aparat Pemerintahannya 
b). Imam  yang di tunjuk oleh Pemerintah 
c). Guru SD 
2). Pemimpin Non Formal 
a). Ketua Adat (Kutai) 
b). Imam  yang ditunjuk oleh masyarakat itu sendiri 
c). Ketua Pengajian 
b.  Adat Istiadat  
 Desa Margo Mulyo berpenduduk mayoritas Suku Jawa dari empat 
kabupaten dengan ragam budaya yang berbeda antara lain Kabupaten 
Boyolali, Kabupaten Magelang, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten 
Banjar Negara yang mempunyai latar belakang budaya yang bervariasi. 





2. Keadaan Pemerintah dan Kelembagaan 
 Desa Margo Mulyo dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh 
tiga Kepala Dusun dan masing-masing dusun terdiri atas tiga Rukun 
Tetangga sehingga jumlah keseluruhan RT sebanyak 13 RT. Perangkat  
Desa yang ada di Desa Margo Mulyo terdiri atas 1 Kepala Desa, 1 
Sekretaris Desa, 3 orang  kepala Dusun. 
E. Proses Perkawinan masyarakat Jawa Di Desa Margo Mulyo  Kecamatan 
Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Pernikahan atau sering pula disebut dengan perkawinan merupakan 
salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. 
Masyarakat Jawa di Desa Margo Mulyomemiliki sebuah adat atau cara 
tersendiri dalam melaksanakan upacara sakral tersebut, yaitu Upacara 
Pernikahan Adat Jawa. UpacaraPernikahan Adat Jawa dimulai dari tahap 
perkenalan sampai terjadinya pernikahan atau akad Nikah. Tahapan-
tahapan Upacara Pernikahan Adat Jawa tersebut memiliki simbol–simbol 
dalam setiap sessionnya, atau biasa kita sebut sebagai makna yang 
terkandung dalam tiap tahapan Upacara Pernikahan Adat Jawa. Adapun 
tahapan – tahapan dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa, seperti yang 
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Pada tahap ini sangat dibutuhkan peranan seorang perantara. 
Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin pria untuk 
menemui keluarga calon pengantin wanita. Pertemuan ini dimaksudkan 
untuk menonton, atau melihat calon dari dekat. Biasanya, utusan datang 
ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon pengantin pria. 
Di rumah itu, para calon mempelai bisa bertemu langsung meskipun 
hanya sekilas. Pertemuan sekilas ini terjadi ketika calon pengantin wanita 
mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu 
disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orangtua 
calon pengantin wanita dan keluarganya, biasanya pakdhe atau paklik 
2. Nakokake/Nembung/Nglamar 
Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, perantara akan 
menanyakan beberapa hal pribadi seperti sudah adakah calon bagi calon 
mempelai wanita. Bila belum ada calon, maka utusan dari calon 
pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria 
berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon pengantin wanita diajak 
bertemu dengan calon pengantin pria untuk ditanya kesediaannya 
menjadi isterinya. Bila calon pengantin wanita setuju, maka perlu 
dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya tersebut 
adalah ditentukannya hari H kedatangan utusan untuk melakukan 
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kekancingan rembag (peningset). Peningset ini merupakan suatu simbol 
bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon 
pengantin pria. Peningset biasanya berupa kalpika (cincin), sejumlah 
uang, dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah. Peningset ini bisa 
dibarengi dengan acara pasok tukon, yaitu pemberian barang-barang 
berupa pisang sanggan (pisang jenis raja setangkep), seisteri busana bagi 
calon pengantin wanita, dan upakarti atau bantuan bila upacara 
pernikahan akan segera dilangsungkan seperti beras, gula, sayur-mayur, 
bumbon, dan sejumlah uang. Ketika semua sudah berjalan dengan lancar, 
maka ditentukanlah tanggal dan hari pernikahan. Biasanya penentuan 
tanggal dan hari pernikahan disesuaikan dengan weton (hari lahir 
berdasarkan perhitungan Jawa) kedua calon pengantin. Hal ini 
dimaksudkan  agar pernikahan itu kelak mendatangkan kebahagiaan dan 
kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga. 
3. Pasang Tarub 
Bila tanggal dan hari pernikahan sudah disetujui, maka dilakukan 
langkah selanjutnya yaitu pemasangan tarub menjelang hari pernikahan. 
Tarub dibuat dari daun kelapa yang sebelumnya telah dianyam dan diberi 
kerangka dari bambu, dan ijuk atau welat sebagai talinya. Agar 
pemasangan tarub ini selamat, dilakukan upacara sederhana berupa 
penyajian nasi tumpeng lengkap. Bersamaan dengan pemasangan tarub, 
dipasang juga tuwuhan. Yang dimaksud dengan tuwuhan adalah 
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sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di 
kanan kiri pintu masuk. Pohon pisang melambangkan keagungan dan 
mengandung makna berupa harapan agar keluarga baru ini nantinya 
cukup harta dan keturunan. Biasanya di kanan kiri pintu masuk juga 
diberi daun kelor yang bermaksud untuk mengusir segala pengaruh jahat 
yang akan memasuki tempat upacara, begitu pula janur yang merupakan 
simbol keagungan. 
4. Midodareni 
Rangkaian upacara midodareni diawali dengan upacara siraman. 
Upacara siraman dilakukan sebelum acara midodareni. Tempat untuk 
siraman dibuat sedemikian rupa sehingga nampak seperti sendang yang 
dikelilingi oleh tanaman beraneka warna. Pelaku siraman adalah orang 
yang dituakan yang berjumlah tujuh diawali dari orangtua yang 
kemudian dilanjutkan oleh sesepuh lainnya. Setelah siraman, calon 
pengantin membasuh wajah (istilah Jawa: raup) dengan air kendi yang 
dibawa oleh ibunya, kemudian kendi langsung dibanting/dipecah sambil 
mengucapkan  kata-kata: “cahayanya sekarang sudah pecah seperti bulan 
purnama”. Setelah itu, calon penganten langsung dibopong oleh ayahnya 
ke tempat ganti pakaian. 
Setelah berganti busana, dilanjutkan dengan acara potong rambut 
yang dilakukan oleh orangtua pengantin wanita. Setelah dipotong, 
rambut dikubur di depan rumah. Setelah rambut dikubur, dilanjutkan 
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dengan acara “dodol dawet”. Yang berjualan dawet adalah ibu dari calon 
pengantin wanita dengan dipayungi oleh suaminya. Uang untuk membeli 
dawet terbuat dari kreweng (pecahan genting) yang dibentuk bulat. 
Upacara dodol dhawet dan cara membeli dengan kreweng ini mempunyai 
makna berupa harapan agar kelak kalau sudah hidup bersama dapat 
memperoleh rejeki yang berlimpah-limpah seperti cendol dalam dawet 
dan tanpa kesukaran seperti dilambangkan dengan kreweng yang ada di 
sekitar kita. 
Menginjak rangkaian upacara selanjutnya yaitu upacara 
midodareni. Berasal dari kata widadari, yang artinya bidadari. 
Midadareni merupakan upacara yang mengandung harapan untuk 
membuat suasana calon penganten seperti widadari. Artinya, kedua calon 
penganten diharapkan seperti widadari-widadara, di belakang hari bisa 
lestari, dan hidup rukun dan sejahtera. 
5. Akad Nikah 
Akad nikah adalah inti dari acara perkawinan. Biasanya akad nikah 
dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh 
sesepuh/orang tua dari kedua calon penganten dan orang yang dituakan. 







Upacara panggih dimulai dengan pertukaran kembar mayang, 
kalpataru dewadaru yang merupakan sarana dari rangkaian panggih. 
Sesudah itu dilanjutkan dengan balangan suruh (melempar siri), ngidak 
endhog(injak telor ayam), dan mijiki (mencuci kaki pengantin pria). 
7. Balangan suruh 
Upacara balangan suruh dilakukan oleh kedua pengantin secara 
bergantian. Gantal yang dibawa untuk dilemparkan ke pengantin putra 
oleh pengantin putri disebut gondhang kasih, sedang gantal yang 
dipegang pengantin laki-laki disebut gondhang tutur. Makna dari 
balangan suruh adalah berupa harapan semoga segala goda akan hilang 
dan menjauh akibat dari dilemparkannya gantal tersebut. Gantal dibuat 
dari daun sirih yang ditekuk membentuk bulatan (istilah Jawa: dilinting) 
yang kemudian diikat dengan benang putih/lawe. Daun sirih merupakan 
perlambang bahwa kedua penganten diharapkan bersatu dalam cipta, 
karsa, dan karya. 
8. Ngidak endhok 
Upacara ngidak endhog diawali oleh juru paes, yaitu orang yang 
bertugas untuk merias pengantin dan mengenakan pakaian pengantin, 
dengan mengambil telur dari dalam bokor, kemudian diusapkan di dahi 
pengantin pria yang kemudian pengantin pria diminta untuk menginjak 
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telur tersebut. Ngidak endhog mempunyai makna secara seksual, bahwa 
kedua pengantin sudah pecah pamornya. 
9. Wiji dadi 
Upacara ini dilakukan setelah acara ngidak endhok. Setelah acara 
ngidak endhog, pengantin wanita segera membasuh kaki pengantin pria 
menggunakan air yang telah diberi bunga setaman. Mencuci kaki ini 
melambangkan suatu harapan bahwa “benih” yang akan diturunkan jauh 
dari mara bahaya dan menjadi keturunan yang baik. 
10. Timbangan 
Upacara timbangan biasanya dilakukan sebelum kedua pengantin  
duduk di pelaminan. Upacara timbangan ini dilakukan dengan jalan 
sebagai berikut: ayah pengantin putri duduk di antara kedua pengantin. 
Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, 
sedangkan pengantin wanita duduk di kaki sebelah kiri. Kedua tangan 
ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah mengatakan 
bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti konotatif. Makna 
upacara timbangan adalah berupa harapan bahwa antara kedua pengantin 
dapat selalu saling seimbang dalam rasa, cipta, dan karsa. 
11. Kacar-kucur 
Caranya pengantin pria menuangkan raja kaya dari kantong kain, 
sedangkan pengantin wanitanya menerimanya dengan kain sindur yang 
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diletakkan di pangkuannya. Kantong kain berisi dhuwit recehan, beras 
kuning, kacang kawak, dhele kawak, kara, dan bunga telon (mawar, 
melati, kenanga atau kanthil). Makna dari kacar kucur adalah 
menandakan bahwa pengantin pria akan bertanggungjawab mencari 
nafkah untuk keluarganya. Raja kaya yang dituangkan tersebut tidak 
boleh ada yang jatuh sedikitpun, maknanya agar pengantin wanita 
diharapkan mempunyai sifat gemi, nastiti, surtini, dan hati-hati dalam 
mengatur rejeki yang telah diberikan oleh suaminya. 
12. Dulangan 
Dulangan merupakan suatu upacara yang dilakukan dengan cara 
kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan minuman. Makna 
dulangan adalah sebagai simbol seksual, saling memberi dan menerima. 
13. Sungkeman 
Sungkeman adalah suatu upacara yang dilakukan dengan cara 
kedua pengantin duduk jengkeng dengan memegang dan mencium lutut 
kedua orangtua, baik orangtua pengantin putra maupun orangtua 
pengantin putri. Makna upacara sungkeman adalah suatu simbol 
perwujudan rasa hormat anak kepada kedua orangtua. 
14. Kirab 
Upacara kirab berupa arak-arakan yang terdiri dari domas, cucuk 
lampah, dan keluarga dekat untuk menjemput atau mengiringi pengantin 
yang dari tempat panggih ataupun akan memasuki tempat panggih. Kirab 
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merupakan suatu simbol penghormatan kepada kedua pengantin yang 
dianggap sebagai raja sehari yang diharapkan kelak dapat memimpin dan 
membina keluarga dengan baik. 
15. Jenang Sumsuman 
Upacara jenang sumsuman dilakukan setelah semua acara 
perkawinan selesai. Dengan kata lain, jenang sumsuman merupakan 
ungkapan syukur karena acara berjalan dengan baik dan selamat, tidak 
ada kurang satu apapun, dan semua dalam keadaan sehat wallalfiat. 
Biasanya jenang sumsuman diselenggarakan pada malam hari, yaitu 
malam berikutnya setelah acara perkawinan. 
16. Boyongan/Ngunduh Manten 
Disebut dengan boyongan karena pengantin putri dan pengantin 
putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak 
pengantin pria secara bersama-sama. Ngunduh manten diadakan di 
rumah pengantin pria. Biasanya acaranya tidak selengkap pada acara 
yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan 
lengkap seperti acara panggih biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan 
dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya, ngundhuh manten 
diselenggarakan sepasar setelah acara perkawinan. 
17. Makna atau Simbol yang Tersirat dalam Unsur Upacara Pernikahan 
a. Ubarampe tarub (pisang, padi, tebu, kelapa gading, dan dedaunan): 
bermakna bahwa kedua mempelai diharapkan nantinya setelah terjun 
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dalam masyarakat dapat hidup sejahtera, selalu dalam keadaan sejuk 
hatinya, selalu damai (simbol dedaunan), terhindar dari segala 
rintangan, dapat mencapai derajat yang tinggi (simbol pisang raja), 
mendapatkan rejeki yang berlimpah sehingga tidak kekurangan 
sandang dan pangan (simbol padi), sudah mantap hatinya dalam 
mengarungi bahtera rumah tangga (simbol tebu), tanpa mengalami 
percekcokan yang berarti dalam membina rumah tangga dan selalu 
sehati (simbol kelapa gading dalam satu tangkai), dan lain-lain. 
b. Air kembang : bermakna pensucian diri bagi mempelai sebelum 
bersatu. 
c. Pemotongan rambut : bermakna inisiasi sebagai perbuatan ritual 
semacam upacara kurban menurut konsepsi kepercayaan lama dalam 
bentuk mutilasi tubuh. 
d. Dodol dhawet : bermakna apabila sudah berumah tangga mendapatkan 
rejeki yang berlimpah ruah dan bermanfaat bagi kehidupan berumah 
tangga. 
e. Balangan suruh : bermakna semoga segala goda akan hilang dan 
menjauh akibat dari dilemparkannya gantal tersebut. 
f. Midak endhog : bermakna bahwa pamor dan keperawanan sang putri 
akan segera hilang setelah direngkuh oleh mempelai laki-laki. Setelah 




g. Timbangan : bermakna bahwa kedua mempelai mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama dan tidak ada bedanya di hadapan orang tua 
maupun mertua. 
h. Kacar-kucur : bermakna bahwa mempelai laki-laki berhak memberikan 
nafkah lahir batin kepada mempelai putri dan sebaliknya pengantin 
putri dapat mengatur keuangan dan menjaga keseimbangan rumah 
tangga. 
i. Dulangan : bermakna keserasian dan keharmonisan yang akan 
diharapkan setelah berumah tangga, dapat saling memberi dan 
menerima. 
j. Sungkeman : bermakna mohon doa restu kepada orangtua dan mertua 
agar dalam membangun rumah tangga mendapatkan keselamatan, dan 
terhindar dari bahaya. 
 Adapun  gambar-gambar susunan nikah Adat Jawadi Desa Margo Mulyo 
Kecamatan Pondok Kubang,upacara panggih-temu. Upacara ini seharusnya 
diadakan di rumah pengantin putri. Tetapi, di era sekarang ini, sering diadakan di 
gedung pertemuan, resepsi akan dilaksanakan, dengan alasan efisiensi waktu dan 
tempat.  Tanda bukti seorang isteri kepada suami, serta kesiapan seorang suami 
untuk kepala keluarga yang bertanggung jawab. Sebelum memulai sungkem, keris 
pengantin pria harus dilepas dulu. Mengapa keris harus dilepas? Takut terjadi. 
Menghadap sesepuh/raja, harus menanggalkan senjata! Yang pertama-tama 
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disungkemi adalah orang tua pengantin putri, setelah itu baru orangtua pengantin 
pria. 
Di dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadi putusnya 
hubungan, baik tidak sengaja maupun sengaja dilakukan karena sesuatu sebab 
yang mengganggu berlanjutnya hubugan itu. Perkawinan dapat putus, karena 
kematian, perceraian, atas putusan pengadilan. Menyangkut masalah kematian ini 
seringkali menimbulkan permasalahan hukum terutama yang berkaitan dengan 
harta orang yang meninggal dunia atau pewaris. Karena dengan meninggalnya 
seseorang itu maka secara spontan segala hak dan kewajiban beralih kepada orang 
yang ditinggalkannya, yang berhak atas harta kekayaan tersebut. 
Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau 
isteri, bagi isteri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan 
perkawinan baru dengan laki-laki lain. Dengan kematian suami tersebut, 
menimbulkan akibat hukum salah satunya terhadap harta peninggalan suami 
terhadap isteri. 
Dalam menghitung dan membagi harta peningalan selalu saja ada 
permasalahan, entah itu pembagian yang kurang merata ataupun permasalahan 
dari ahli warisnya. Maka agar pembagian harta peninggalan  tersebut merata dan 
tidak timbul persengketaan, perlu adanya sistem hukum waris yang digunakan 
sebagai pedoman. Oleh sebab itu untuk mengetahui kedudukan isteri terhadap 
harta peninggalan suami  menurut Hukum Adat Jawa di Desa Margo Mulyo 
Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, penulis melakukan 
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wawancara dengan Informan yang telah ditentukan dengan suatu pertimbangan 
bahwa mereka memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan cukup memadai 
berkaitan dengan kedudukan isteri terhadap harta peninggalan suami menurut 
Hukum Adat Jawa Di Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten 
Bengkulu Tengah, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut: 
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 16 Maret 2014 dengan 
BapakTarman menjelaskan,40
                                                          
40Wawancara dengan BapakTarman Kepala Desa Margo Mulyo, Kecamatan pondok 
Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 16 Maret 2014. 
Kedudukan isteri terhadap harta peninggalan suami 
yakni setelah meninggalnya suami,isteri mempunyai peran menjadi kepala rumah 
tangga sehingga harta yang ditinggalkan sepenuhnya untuk isteri dan apabila 
setelah harta tersebut diserahkan kepada isteri seluruh hak dan kewajiban dari 
suami itu menjadi tanggung jawab isteri, sehingga isteri tersebut mempunyai 
kewajiban membiaya kehidupan anak-anaknya yang masih menjadi 
tanggungannya. Jika isteri tersebut meninggal dunia dan anak-anaknya masih 
kecil maka harta peninggalan suami tadi diserahkan kepada keluarga kedua belah 
pihak untuk biaya kehidupan anak-anaknya yang masih kecil. Setelah anak 
tersebut dewasa maka harta yang diserahakan kepada kedua keluarga kedua belah 
pihak tadi harus diserahkan kepada anak tersebut dengan pembagaian yang sama 
rata antara anak tersebut. Namun lain halnya apabila isteri yang ditinggalkan tidak 
mempunyai anak dari perkawinan tersebut maka harta peninggalan suami untuk 
isteri diserahkan kepada keluarga kedua belah pihak dengan diketahui oleh kepala 
desa dan tokoh adat setempat. Di Desa Margo Mulyo KecamatanPondok Kubang 
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Kabupaten Benteng terdapat masyarakat yang didiami oleh suku Jawa Tengah 
berasal dari 4 kabupaten yang berbeda yaitu Kabupaten Boyolali,Kabupaten 
Megelang,Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjar  Negara. Di dalam Desa 
Margo Mulyo tersebut keempatnya mempunyai adatnya tersendiri yang berbeda-
beda. Sehingga didalam  pembagian harta terhadap harta peninggalan suami perlu 
dilakukan musyawarah atau kesepakatan bersama terhadap tokoh-tokoh Adat 
diDesa Margo Mulyo yang dihadirkan keempat tokoh yang berbeda kabupaten 
tersebut yang disaksikan oleh Kades, Sekdes, dan perangkat Desa. Karena adanya 
perbedaan adat di 4 kabupaten walaupun dalam satu Desa sehingga belum 
ditunjuk suatu  ketua adat hanya dikenal diDesa Margo Mulyo tersebut yaitu 
tokoh adat yang dituai atau yang suatu pendapatnya selalu dilaksanakan, tokoh  
adat itu berasal dari 4 kabupaten yang berbeda-beda.Bapak Tarman 
menambahkan tokoh adat disini berfungsi sebagai mediator untuk mendamaikan 
atau menyelesaikan sengketa yang terjadi di Desa Margo Mulyo. 
Dari hasil wawancara di atas diketahui terhadap kedudukan kedudukan isteri 
terhadap harta peninggalan suami yakni harta yang ditinggalkan sepenuhnya  
untuk isteri, dan apabila setelah harta tersebut diserahkan untuk isteri yang 
ditinggalkan meninggal dunia maka harta tersebut dibagikan ke anak-anaknya 
dengan jumlah yang sama rata. 
Di lingkungan masyarakat parental janda juga dapat menguasai harta waris 
suami selama hidupnya atau mengalihkannya kepada anak-anaknya setelah 
mereka berdiri sendiri(Jawa, mandiri; bugis, annya’la’balla’). Bahkan adakalanya 
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janda dalam menguasai harta waris berperan sebagai pembagi harta waris itu 
kepada para waris tanpa campur tangan saudara-saudara lelaki almarhum suami, 
kecuali apabila janda tidak mempunyai keturunan dan tidak pula mempunyai anak 
angkat, maka timbul persoalan bagaimana harta warisan itu dibagi kepada para 
waris pengganti.41
Maka dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting menyangkut 
kepentingan kehidupan Desa, terlebih dahulu selalu membicarakan masalah 
melalui musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat 
 
Kewajiban tokoh adat harus memperhatikan adanya perubahan dan 
pertumbuhan hukum adat, memperhatian lahirnya kebutuhan baru, adanya 
perubahan-perubahan keadaan, tumbuhnya pemisahan-pemisahan hukum baru 
berhubungan dengan kebutuhan hukum baru, sehingga dengan dibawah 
pimpinannya serta pengawasannya hukum adat akan tumbuh dan berkembang 
terus. 
Fungsi tokoh adat dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat adat, seperti 
apabila ada perselisihan atau pertengkaran antara anggota masyarakat, maka ketua 
adat akan bertindak dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam 
rangka untuk memulihkan keseimbangan dan menegakkan perturan yang ada.  
                                                          
41Hilman Hadikusuma,  Op. Cit., Hal.101. 
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yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah 
Kabupaten/Kota.   
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 18 Maret 2014 dengan 
Tokoh Adat Jawa Bapak Slamet menjelaskan,42
                                                          
42Wawancara dengan Bapak SlametTokoh Adat Jawa di Desa Margo Mulyo, Kecamatan 
Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 18 Maret 2014. 
bahwa dalam Adat Banjar Negara 
dan Cilacap itu hampir sama adatnya sehingga adat Banjar Negara dan Cilacap 
disatukan. Banjar Negara dan Cilacap dalam pembagian harta terhadap harta 
peninggalan suami, terhadapkedudukan isteri terhadap harta peninggalan suami 
pembagian harta tersebut dilakukan berdasarakan kesepakatan kedua belah pihak 
keluarga serta diketahui oleh kepala desa dan Tokoh Adat Jawa setempat, 
terhadap pembagian harta peninggalan suami menurut Hukum Adat Jawa di Desa 
Margo Mulyo, juga terjadi pembagian harta ini secara Islam di mananya 
pembagiannya isteri mendapatkan bagian 1/6 dari harta tersebut dan anak 
mendapatkan sisanya apabila ada sawah 3 hektar itu dibagi lagi jika ada anak 
perempuan dimana anak laki-laki dan anak perempuan disini berbeda  jika anak  
laki-laki mendapat 2 hektar anak perempuan hanya mendapat 1 hektar. Sedangkan 
Boyolali dan Magelang itu juga hampir sama dimana anak laki-laki mendapatkan 
sepenuhnya sedangkan anak perempuan  hanya mendapatkan seikhlasnya dari 
anak laki-laki. Sedangkan isteri disini hanya mendapatkan jaminan hidup sampai 
dia meninggal semua ditanggung oleh anaknya, tetapi dengan berbedanya 4 
kabupaten tersebut menurut adatnya semua sesuai dengan pihak-pihak yang 
mengalami pembagian harta pusaka apabila terjadinya suami meninggal, semua 
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sesuai dengan musyawarah antara Tokoh-Tokoh adat di Desa Margo Mulyo dan 
semua itu kembali kepada musyawarah bersama. Bapak Slamet menambahkan 
kenapa anak laki-laki dalam  hal ini lebih banyak mendapatkan  harta karena anak 
perempuan  setelah  menikah ditanggung oleh suami. Kebanyakkan  masyarakat 
tidak setuju dengan  Adat yang dipakai oleh kelompok yang berasal dari Boyolali 
dan Magelang, karena terlalu memihak kepada anak laki-laki sedangkan  
kedudukan  isteri hanya mendapatkan jaminan hidup saja. 
MakaHukum Adat Jawa di Desa Margo Mulyo termasuk kedalam sistem 
pewarisan individual, dimana dalam sistem itu yang menjadi ahli waris utama 
adalah anak dan janda. Hukum adat yang berlaku di Jawa, seorang janda 
mempunyai kedudukan yang istimewa jika dibandingkan dengan ahli waris yang 
lainnya, jika syarat bagi ahli waris adalah harus dalam satu ikatan kekeluargaan 
berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan, maka jelaslah bahwa seorang 
janda tidak berhak menjadi ahli waris dari suaminya. Tetapi kenyataannya dalam 
suatu perkawinan hubungan suami dengan isteri terkadang lebih erat dari pada 
hubungan suami dengan keluarganya. Realita inilah yang menyebabkan seorang 
janda diberi kedudukan istimewa dalam pewarisan yang artinya kedudukan janda 
tersebut sejajar dengan anak-anak pewaris. 
Berdasarkan Hasil wawancara di atas dalam pembagain harta peninggalan 
suami juga terjadi pembagian harta ini secara Islam di mananya dilakukan dengan 
cara isteri mendapatkan bagian 1/6 dari harta tersebut dan anak mendapatkan 
sisanya apabila ada sawah 3 hektar itu dibagi lagi jika ada anak perempuan 
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dimana anak laki-laki dan anak perempuan disini berbeda  jika anak  laki-laki 
mendapat 2 hektar anak perempuan hanya mendapat 1 hektar.  
Di dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris, dengan 
pembagian yang sama, tetapi ada juga yang menganut asas sepikul segendongan, 
sepikul untuk anak laki-laki segendong untuk anak perempuan. Untuk jawa 
tengah, artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan 
mendapatkan satu bagian, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak 
dalam Hukum Islam. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 18 Maret 2014 dengan 
Tokoh Adat Jawa Bapak Martono menjelaskan,43
                                                          
43Wawancara dengan Bapak MartonoTokoh Adat Jawa di Desa Margo Mulyo, Kecamatan 
Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 18 Maret 2014. 
Kedudukan isteri setelah suami 
meninggal dunia maka isterimempunyai tugas sebagai kepala rumah tangga, 
sehingga harta dari perkawinan tersebut beralih menjadi kepemilikan isteri, tujuan 
harta tersebut dialihkan sepenuhnya kepada isteri untuk biaya kehidupan isteri dan 
anak-anaknya dan apabila isteri tersebut meninggal dunia harta peninggalan suami 
dialihkan untuk anak-anak yang ditinggalkan. Jika dalam pembagain harta 
peninggalan suami terjadi sesuatu oleh warga yang ingin memperjelas kedudukan 
isteri terhadap harta peninggalan  suami tersebut Adat dari Boyolali dan Magelang  
masih menjadi pilihan sesuai dengan pilihan oleh pihak masing-masing yang 
dimusyawarahkan oleh tokoh-tokoh adat disana.Bapak Martono menambahkan 
ketika suami meninggal dan mempunyai hutang maka harta peninggalan  suami 
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tersebut dikurangi dulu terhadap hutang setelah  itu sisanya baru dibagi oleh isteri 
dan anak, dan apabila ada kejadian suami meninggal mempunyai hutang 
katakanlah  hutang suami 10 juta dan harta yang ada tersebut hanya 10 juta maka 
itu kembali terhadap musyawarrah bersama dan juga apabila anaknya telah besar 
maka kewajiban anak tertua untuk membayar atau melunasi hutang-hutangnya 
apabila anaknya masih kecil maka 10 juta itu tetap dibagikan oleh isteri untuk 
mengurus sampai anaknya besar setelah  itu ketika anaknya telah besar maka anak 
yang  tertua lah yang  harus melunasi hutang dari ayahnya yang telah meninggal. 
Menurut sifatnya harta peninggalan suami terhadap isteri  menurut Hukum 
Adat Jawa di Desa Margo Mulyo merupakan kesatuan yang dapat dinilai 
harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi 
menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat 
terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya 
kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah 
milik beberapa para waris, ia tidak boleh memiliki secara perorangan, tetapi ia 
dapat dipakai dan dinikmati. Oleh sebab itu hendaknya terhadap harta 
peninggalan suami terhadap isteri  menurut Hukum Adat Jawamemperhatikan hal 
penting dalam hukum adat waris seperti dalam hukum adat waris erat 
hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang 
bersangkutan misalnya parental dan dasar pembagian warisan yakni kerukunan 
dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan dari tiap ahli waris serta adanya 
persamaan hak para ahli waris. 
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Hukum adat tidak mensyaratkan kematian si pewaris, karena hukum adat 
memandang warisan sebagai suatu proses penerusan dan peralihan harta kekayaan 
baik materiil dan immateriil dari generasi kek generasi. Harta benda yang 
berbenuk immateriil, tidak perlu si pewaris mati dahulu agar dapat dinikmati oleh 
ahli warisnya. Harta kekayaan itu sudah dapat dinikmati oleh ahli waris pada saat 
si pewaris masih hidup.44
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 19 Maret 2014 dengan 
Ibu Rohmawati menjelaskan,
 
Berdasarakan hasil wawancara denganbeberapa isteri yang pernah 
menerima harta peninggalan suami menurut Hukum Adat Jawa di Desa Margo 
Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut: 
45
                                                          
44Djamanat Samosir, Op. Cit., Hal 319. 
 
45Wawancara dengan Ibu Rohmawati yang pernahyang pernah menerima harta 
peninggalan suami menurut Hukum Adat Jawa di Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang 
Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 19 Maret 2014. 
 
 terhadap harta peninggalan suaminya, pembagian 
harta peninggalan tersebut dilakukan secara Islam ia mendapatkan bagian 1/6 dari 
harta tersebut dan anak mendapatkan sisanya. Pembagian harta seperti ini 
merupakan salah satu bentuk Hukum Adat Jawa yang telah turun temurun 





Maka dapat dikatakan bahwa fungsi hukum adat adalah sebagai berikut: 
A. Sebagai pedoman, artinya pedoman yang akan diturut oleh setiap anggota 
masyarakat agar dapat bertindak, berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan 
petunjuk-petunjuk hidup yang terkandung dalam hukum adat itu. 
B. Sebagai koreksi dari masyarakat terhadap anggota masyarakat, terutama yang 
melakukan perbutaan-perbuatan yang tercela. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 19 Maret 2014 dengan 
IbuSugi menjelaskan,46
Isteri yang karena kematian suami juga banyak menimbulkan akibat hukum 
baik terhadap kedudukan harta yang ditinggalkan suami. Selain itu peristiwa 
pewarisan terhadap isteri karena kematian suami hanya bisa terjadi setelah 
 terhadap harta peninggalan suaminya hanya mendapatkan 
jaminan hidup sampai dia meninggal semua ditanggung oleh anaknya, karena 
anak laki-laki mendapatkan sepenuhnya sedangkan anak perempuan  hanya 
mendapatkan seikhlasnya dari anak laki-laki. Adat tidak bisa ditinggalkan 
walaupun merantau karena sudah bawakan dari lahir, sehingga menjadi kebiasaan 
sehari-hari. Oleh karena itu terhadap peninggalan suami tadi lebih memilih hukum 
adatnya yaitu Hukum Adat Jawa karena kedua pasangan tersebut orang Jawa dan 
keluarga kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pembagian harta 
peninggalan menggunakan Hukum Adat Jawa. 
                                                          
46Wawancara Ibu Sugidengan yang pernahyang pernah menerima harta peninggalan suami 
menurut Hukum Adat Jawa di Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten 
Bengkulu Tengah, tanggal 19 Maret 2014. 
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pewaris meninggal dunia, dalam hal ini yang disebut pewaris adalah sang isteri 
dan anak apabila dalam perkawinan tersebut menghasilkan anak.  
Berdasarkan hasil wawancara di atas kedudukan isteri terhadap harta 
peninggalan suami di Desa Margo Mulyo ini dapat disimpulkan menganut sistem 
kewarisan individual.  
Sebab sesuai dengan teori sistem kewarisan hukum adat yakni sistem 
kewarisan individual, sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris 
mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perseorangan atau individual. 
Ciri-cirinya adalah harta peninggalan atau harta waris dibagi-bagikan diantra ahli 
waris. Sistem pewarisan ini terdapat di Jawa, Sulawesi(toraja), Madura, Aceh, 
Lombok Irian dan lain-lain. Di Jawa, setiap anak dapat memperoleh secara 










                                                          
47Djamanat Samosir,Op. Cit., Hal.313 
